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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana budaya kerja kepolisian
dalam mengoptimalkan pelayanan administrasi pembuatan Surat 1zin Mengemudi
(SIM) di Polres Takalar, di tengah berbagai citra buruk yang menerpa lembaga
kepolisian di Indonesia, Sulsel secara khusus. Banyaknya berita negatif tentang polisi
yang memenuhi pemberitaan di media sosial, citra buruk tentang Polri, apakah juga
terjadi hal yang sama pada kualitas pelayanan di kantor satuan penyelenggara
administrasi SIM Polres Takalar.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) jenis
deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara serta
studi literasi. Data-data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder,
sedangkan dalam pengumpulan data digunakan metode observasi, dan wawancara
langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana serta
penampilan petugas pelayanan pada saat melayani sudah baik karena dilengkapi
standar operasional prosedur (SOP) saat memberikan pelayanan, misalnya dalam hal
proses masyarakat mengantri untuk dilayani oleh petugas.

Kata Kunci: Pelayanan, Sosiologi Kepolisian, Citra polisi

12


http://ojs.unsamakassar.ac.id/sjs/issue

1. Pendahuluaan

Aparatur pemerintah dituntut oleh masyarakat agar memberikan sebuah
pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Salah satu indikator yang
menjadi keberhasilan para Kepolisian Republik Indonesia yaitu pelayanan
berkualitas yang langsung dirasakan oleh warga masyarakat. Kepolisian Republik
Indonesia terbagi atas Polda (Polisi daerah) dan Polres (Kepolisian resor). Polres
Takalar merupakan salah satu polres dari 24 polres yang terdapat di Provinsi Sulsel.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan penegak hukum Indonesia yang
memiliki kewajiban dalam memberantas kejahatan dan menciptakan kenyamanan
para warga masyarakat. Dalam hal ini, polri berperan menjaga keamanan negara
Indonesia terutama menciptakan ketertiban pada masyarakat. Polri dapat dikatakan
sebagai pelindung maupun pengayom serta penegak hukum, karena kehadiran polri
menghidupkan arti hukum yang sebenarnya.

Pelayanan akan dikatakan berkualitas dan baik apabila terdapat susunan standar
pelayanan publik, sehingga hal tersebut membantu para aparat dalam bertindak
dalam melayani para masyarakat. Standar pelayanan tersebut sebenarnya telah
tertuang dalam SOP, yang mana pada SOP tersebut menjadi standar untuk dapat
dilakukan kepada seluruh aparat kepolisian kepada masyarakat.

Pelayanan publik sangat perlu memperhatikan sebuah kebutuhan pelanggan.
Kebutuhan pelanggan akan terpenuhi jika memberikan pelayanan yang dapat
memenuhi minimal enam dari sepuluh indikator pelayanan yang baik berdasarkan
pada teori yang dikatakan oleh Gasperz dalam Azis Sanapiah (2000: 15) yaitu
“kepastian waktu pelayanan, tanggung jawab, kesopanan, akurasi pelayanan,
keramahan, kelengkapan, serta kemudahan dalam mendapatkan pelayanan”. Jika
pelayanan yang telah diberikan memenuhi standar tersebut, maka mampu dikatakan
kebutuhan telah terpenuhi dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pada dasarnya lembaga hukum seperti instansi kepolisian sangat dibutuhkan
perannya sehingga masyarakat berharap agar kepolisian dapat memberikan
pelayanannya secara maksimal. Nama kepolisian yang sempat tercemar dikarenakan
adanya oknum-oknum yang melakukan hal-hal diluar hukum menimbulkan citranya
menjadi negatif di mata masyarakat. Adanya hal tersebut tentunya akan menghambat
tumbuh dan kembangnya instansi kepolisian, oleh sebab itu perlu adanya upaya-
upaya untuk merubahnya citra tersebut menjadi citra positif.

Pada buku kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia halaman 4,
“Etika kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa
memelihara keamanan dan Kketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta
melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan
lokal dalam budaya Indonesia”. Dengan tata krama yang baik sesuai norma atau
aturan dan nilai yang telah disepakati bersama.

Pada pelayanan masyarakat pada pihak Kepolisian seharusnya berjalan secara
sistematis, terarah dan terpantau sesuai aturan yang ditetapkan dan diberlakukan,
tetapi di dalam realitasnya belum sepenuhnya tercapai. Banyaknya pengaduan
maupun keluhan dari masyarakat di media massa atau internet menyangkut kinerja
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kepolisian, yaitu pelayanan yang berbelit-belit, kurang informatif, tidak transparan,
kurang konsisten, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang kurang
memadai sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) dan masih
banyak lagi dijumpai praktek pungutan liar.

Misalnya saja dalam pelayanan pengambilan Surat Izin Mengemudi (SIM)
terkadang antrian yang begitu panjang dan cukup padat secara tiba-tiba ada satu atau
bahkan lebih orang mendapatkan pelayanan terlebih dahulu tanpa melalui prosedur
antri, ini menandakan bahwa adanya pengecualian dari pihak aparat Kepolisian.
Dalam ilmu kepolisian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seorang
Kepolisian ingin melakukan tugasnya, yaitu: Pertama, tindakan mesti benar-benar
diperlukan atau juga dikenal dengan asas keperluan. Kedua, tindakan yang diambil
mesti benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian. Ketiga, tindakan yang paling
tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya
sesuatu yang mengkhawatirkan/dikhawatirkan.

Dalam hal ini sebagai ukuran adalah tercapainya tujuan. Keempat, asas
keseimbangan. Dalam mengambil sebuah tindakan, harus senantiasa menjaga
keseimbangan antara sarana yang digunakan dengan kecil besarnya suatu gangguan
atau ringan beratnya sebuah objek yang harus ditindaki.

Citra kepolisian akan lebih baik lagi, apabila aparat kepolisian tidak mau
menerima pemberian yang bersifat informal (pungli) dan menangani laporan
masyarakat dengan cepat, sehingga masyarakat akan menghormati aparat kepolisian
sebagai aparat yang melayani dan mengayomi masyarakat.

Minkiewicz (2011: 3) berpendapat bahwa citra kepolisian digambarkan sebagai
persepsi seseorang yang telah mendapatkan pelayanan ataupun barang untuk
dikonsumsinya. Apabila pelayanan atau barang tersebut yang didapatkan oleh
seseorang itu baik, maka hal tersebut dapat merubah persepsi seseorang terhadap
instansi kepolisian.

Kualitas pelayanan akan mencerminkan citra kepolisian dalam menjalankan
tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Dengan pelayanan publik yang
diberikan kepada masyarakat, instansi kepolisian akan selalu dinilai oleh masyarakat
terkait dengan jasa pelayanannya. Aparat kepolisian yang memberikan pelayanan
dengan integritas yang tinggi akan menciptakan citra yang baik terkait dengan
instansi kepolisian dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu pelaksanaan pelayanan di kantor satuan penyelenggara administrasi
SIM Satlantas Polres Takalar, juga dituntut memberikan suatu pelayanan berkualitas
sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mengurus SIM baru dan
perpanjagan di Satlantas Polres Takalar. Dalam penelitian ini terdapat satu
permasalahan terkait lima indikator kualitas pelayanan terdiri dari tangible (bukti
fisik), reliability (kehandalan), responsiviness (ketanggapan), assurance (jaminan),
dan emphaty (empati). Tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiviness
(ketanggapan), emphaty (empati) ke empat indikator tersebut pelayanannya sudah
sesuai harapan masyarakat diantaranya tangible (bukti fisik) yaitu kelengkapan
sarana dan prasarana.

Dalam hal ini, Satlantas Polres Takalar telah menyediakan sarana pelayanan
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sistem terpadu yaitu pelayanan satu pintu, menyediakan sistem antrian agar
masyarakat lebih teratur dalam menunggu antrian, menyediakan layanan IKM
(Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam pelayanan SIM disini dapat dinilai langsung
masyarakat bagaimana kualitas pelayanan SIM tersebut, serta menyediakan Wi-fi
serta sarana monitor untuk masyarakat yang mengurus SIM baru atau perpanjagan,
selain itu petugas pelayanan telah menyediakan beberapa fasilitas infabel bagi
masyarakat penyandang cacat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian
deksriptif untuk menggambarkan sistem system pelayanan Kepolisian
di Polres Takalar terhadap masyarakat dengan menerangkan beberapa
gejala-gejala dan fenomena sosial yang terjasi di lapangan.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk
mengetahui  frekuensi  pelanggaran kendaraan bermotor yang
dikemudikan oleh anak remaja. Informasi tersebut dikumpulkan melalui
survei lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian.
Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam instrumen penelitian
berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan tokoh masyarakat,
tokoh agama, aparat kepolisian, LSM/NGO, tokoh masyarakat,
akademisi dan mahasiswa. Kemudian ditambah lagi dengan hasil
pengamatan dan dokumentasi yang diperoleh sebelumnya serta konsep-
konsep yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian terkait kualitas pelayanan SIM Satlantas Polres Kabupaten
Takalar telah menyediakan sarana pelayanan sistem terpadu yaitu pelayanan satu
pintu, menyediakan sistem antrian agar masyarakat lebih teratur dalam
menunggu antrian, menyediakan layanan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
dalam pelayanan SIM disini dapat dinilai langsung masyarakat bagaimana
kualitas pelayanan SIM tersebut, serta menyediakan Wi-fi serta sarana monitor
untuk masyarakat yang mengurus SIM baru atau perpanjagan, selain itu petugas
pelayanan telah menyediakan beberapa fasilitas infabel bagi masyarakat
penyandang cacat.

Reliability (kehandalan) petugas pelayanan SIM Satlantas Polres Takalar
sudah memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat yang
mengurus SIM dan perpanjagan, responsiviness (ketanggapan) petugas
pelayanan SIM Satlantas Polres Takalar sudah memberikan pelayanan yang
cepat dan tepat, misalnya petugas pelayanan cukup tanggap dalam menerima
keluhan masyarakat mengenai persayaratan apa saja yang harus dilengkapi pada
saat melakukan perpanjangan SIM, emphaty (empati) petugas pelayanan SIM
Satlantas Polres Takalar sudah menunjukan sikap peduli kepada masyarakat
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yang mengurus SIM dan perpanjagan.

Terdapatnya problematika dalam pelayanan di kantor satuan penyelenggara
administrasi SIM Satlantas Polres Takalar adalah assurance (jaminan) petugas
pelayanan SIM Satlantas Polres Takalar belum mampu memberikan jaminan
kepastian waktu mengenai tes ujian praktek karena ketika tahapan pertama tidak
lulus maka harus menunggu satu minggu untuk mengulang tes kembali, apabila
masyarakat yang ingin dilayani dalam jumlah banyak maka proses
penyelesaiannya tidak selalu tepat waktu, sedangkan jika masyarakat yang
dilayani hanya beberapa orang saja maka SIM mampu dicetak dengan tepat
waktu.

Kualitas pelayanan tersebut mencerminkan kualitas dari instansi dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui pelayanan publik yang diberikan
kepada masyarakat Takalar maka wajah atau sosok instansi akan banyak dinilai
oleh masyarakat yang mengurus SIM.

Hasil penelitian menginformasikan bahwa citra kepolisian dan pelayanan
secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat.
Hal ini membuktikan bahwa citra kepolisian dengan indikator budaya instansi
yang baik, indentitas fisik instansi serta interaksi pegawai dengan masyarakat
telah mampu meningkatkan kepuasan masyarakat. Citra kepolisian ternyata
didukung bersama pelayanan yang baik pula, nampak hasil penelitian variabel
pelayanan dengan indikator penelitian membantu menyiapkan keperluan orang
lain, melayani dengan cepat dan melayani dengan penuh kehati-hatian telah
mampu secara signifkan meningkatkan rasa kepuasan masyarakat.

A. Kualitas Pelayanan di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
yang baik yaitu asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak,
keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan
perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan
perlakuan khusus bagi kelompok rentang, ketepatan waktu, kemudahan dan
keterjangkauan bagi masyarakat untuk mendapatkan penyelenggaraan pelayanan
publik dalam hal ini diberikan dalam bentuk pelayanan yang beroperasi di
Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Satlantas Polres Kabupaten
Takalar.

Untuk mewujudkan kualitas pelayanan Prima maka dibutuhkan bukti fisik,
kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Selanjutnya peneliti akan
membahas seperti apa kualitas pelayanan SIM Satlantas Polres Kabupaten
Takalar, yang didukung oleh beberapa tehnik pengumpulan data seperti obsevasi,
wawancara, dan dokumentasi yang terlmpir. Narasumber akan menjelaskan lebih
detail dan memberikan informasi yang akurat terkait dengan kualitas pelayanan
SIM di Satlantas Polres Takalar.
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B. Bukti Fisik (tangible) Penyelenggara Administrasi

Merupakan salah satu indikator dari kualitas pelayanan publik dalam
memberikan pelayanan yang berkualitas. Sarana dan prasarana merupakan unsur
yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pelayanan publik, termasuk dalam
aspek bukti fisik yang berupa sarana dan prasarana yang lengkap akan
mempermudah pegawai dalam melayani masyarakat seperti adanya: komputer,
ruang tunggu, peralatan pelayanan, fasilitas fisik meja pelayanan dan media
komunikasi pelayanan, serta kebersihan dan kerapian pegawai.

Berdasarakan hasil wawancara tersebut informan penelitian selaku petugas
pelayanan SIM Satlantas Polres Kabupaten Takalar menjelaskan bahwa
kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kualitas pelayanan sudah lengkap.
Karena petugas pelayanan telah menyediakan layanan IKM (Indeks Kepuasan
Masyarakat) sehingga masyarakat dapat menilai langsung bagaimana kualiatas
pelayanannya.

Menurut hasil analisa dan observasi peneliti jika dilihat dari bukti fisik
diantaranya yaitu kelengkapan sarana dan prasaranya serta kepastian waktu
dalam melayani masyarakat sudah memenuhi syarat indikator kualitas pelayanan
yang prima yaitu, keramahan, kredibilitas, akses, penampilan pelayananan,
kemapuan dalam penyajian pelayanan.

Masyarakat yang telah mengurus SIM di Satlantas Polres Kabupaten Takalar
mengatakan bahwa penampilan petugas pada saat melayani sudah sangat rapi
dan disiplin dan untuk kenyaman antriannya sudah terbilang sangat nyaman
karena dilengkapi dengan fasilitas AC dan tempat antrian sudah tersusun sesuai
dengan nomor antrian.

Prasarana lainnya yang secara langsung mendukung penyelesaian tugas-
tugas pelayanan seperti tersedianya kelengkapan fasilitas komputer yang tersedia
pada setiap pelayanan untuk menunjang pelayanan SIM di Polres Takalar.
Pelayanan yang diberikan pun sesuai dengan standar yang telah ditentukan yaitu
mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana seperti mesin antrian, komputer,
ruang tunggu, ruangan bermain anak bagi masyarakat yang membawa anak
ketika mengurus SIM, papan informasi serta penampilan pegawai yang bersih
dan rapi yang menggambarkan kegiatan pelayanan siap untuk dilaksanakan guna
untuk memberikan pelayanan yang melebihi harapan para masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan di
Satlantas Polres Kabupaten Takalar sudah menerapkan dimensi tangible, yaitu
penilaian kualitas pelayanan sudah sesuai dengan harapan masyarakat seperti
yang dikatakan oleh Fitzmmons dalam Sinambela (2006;17) bahwa kualitas
pelayanan berupa sarana dan prasarana sudah disediakan oleh pihak Satlantas
Polres Kabupaten Takalar agar mempermudah masyarakat untuk memperoleh
pelayanan.
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C. Kehandalan (realiability) Penyelenggara Administrasi

Kinerja harus sesuai dengan harapan masyarakat yang berarti ketepatan
waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang
simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Kehandalan pengethuan yang
memadai merupakan kebutuhan mutlak guna terselenggaranya pelayanan yang
berkualitas. Begitupun pada bagian pengurusan SIM guna memjamin tercapainya
tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan SIM sesuai dengan dengan
kebijakan yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan kehandalan atau pengetahuan
dari petugas pemberi layanan atau sumber daya manusia yang handal.

Berdasarkan hasil wawancara dari keseluruhan informan dan observasi
langsung dilapangan peneliti melihat bahwa kehandalan dalam melakukan
pelayanan sangat dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan
dengan lancar sehingga masyarakat merasa puas seperti yang dikemukakan oleh
Fitzmmons dalam Sinambela (2006;17) bahwa kemampuan dan kehandalan
untuk dapat menyediakan berbagai layanan yang terpercaya, seperti menjalankan
prosedur pelayanan yang sudah ditentukan.

D. Ketanggapan (Responsiveness) Penyelenggara Administrasi

Suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat
dan tepat kepada masyarakat, dengan penyampaian informasi yang jelas serta
tanggap terhadap keinginan masyarakat. Dalam hal ini pelayanan pembuatan
SIM dan Perpanjangan sudah cukup berhasil dalam memberikan pelayanan
dilihat dari aspek Responsiviness, petugas pelayanan memberikan pelayanan
dengan cepat, memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi
masyarakat dalam mengurusan SIM dan juga sepenuh hati dalam melayani
masyarakat dan petugas pelayanan sudah tanggap terhadap keinginan masyarakat
dan sudah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Fitzmmons dalam Sinambela
(2006;17) kesanggupan dalam membantu menyediakan suatu pelayanan secara
cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan para konsumen, dengan begitu
masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pegawai petugas
pelayanan.

E. Jaminan (Assurance) Penyelenggara Administrasi

Kemampuan dan keramahan serta sopan santun yang harus dimiliki pegawai
untuk meyakinkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna
layanan kantor satuan penyelenggara administrasi SIM tentu ingin mendapatkan
pelayanan yang baik dan berkualitas. Hal tersebut harus dibarengi dengan
komunikasi yang baik pemberi layanan dan penerima layanan.

Bedasarkan hasil wawancara dari keseluruhan dan hasil obsevasi dilapangan
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mengenai pembuatan SIM dan
perpanjangan sudah mengukuti prosedur yang ada tetapi mengenai jaminan
kepastian waktu masih ada keluhan masyarakat dan untuk biaya sudah ada
jaminan dalam hal pembuatan SIM, jika dilihat dari segi assurance jaminan
pegawai petugas pelayanan SIM sudah memberikan pelayanan yang baik kepada
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masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Fitzmmons dalam Sinambela
(2006;17) bahwa kemampuan dan keramahan serta sopan santun yang harus
dimiliki pegawai untuk meyakinkan kepercayaan masyarakat, sudah dilakukan.

F. Empati (emphaty) Penyelenggara Administrasi

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang
diberikan kepada para masyarakat dengan berupaya memahami keinginan
masyarakat. Dimana suatu organisasi diharapkan memiliki pengertian dan
pengetahuan tentang masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat secara
spesifik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kepedulian petugas
dalam hal memberikan pelayanan cukup baik dan peduli terhadap keluhan
masyarakat dan menyampaikan informasi yang jelas dan cukup sopan dan
ramah. Disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan dalam melayani
masyaraka, senyum dan cepat dalam melayani masyarakat karena semua
masyrakat itu sama tampa ada perbedaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian maka dapat
disimpulkan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana serta penampilan petugas
pelayanan pada saat melayani sudah baik karena dilengkapi mesin antrian sehingga
masyarakat tidak dapat menerobos antrian serta penampilan petugas pada saat
melayani sudah cukup rapi adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh
petugas pelayanan. Kondisi demikian dapat memberikan rasa kenyamanan bagi
masyarakat yang hendak mengurus SIM.

Citra kepolisian ternyata didukung bersama pelayanan yang baik pula,
nampak hasil penelitian variabel pelayanan dengan indikator penelitian membantu
menyiapkan keperluan orang lain, melayani dengan cepat dan melayani dengan
penuh kehati-hatian telah mampu secara signifkan meningkatkan rasa kepuasan
masyarakat.

Kepolisian Polres Takalar melaksanakan tugas dengan berorientasi pada
nilai-nilai yang dilakukan dengan menyesuaikan metode dengan kondisi sosial
budaya masyarakat serta memberikan contoh terlebih dahulu, baik itu secara
kelembagaan, pribadi dan keluarga dekat Kepolisian sehingga memberikan dampak
yang signifikan dalam hasil sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat
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